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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSULTAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pencapaian visi Indonesia dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia Nasional
yang mandiri sehingga memiliki makna strategis bagi
daya saing nasional di era persaingan ekonomi global
maupun regional;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional
yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan,
berkelanjutan, dan terukur, diperlukan koordinasi lintas
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta

pendayagunaan dukungan SDM Nasional melalui kerja
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Mengingat

sama dengan perguruan tinggi, organisasi/lembaga,
asosiasi profesi, dan asosiasi badan usaha konsultan;
bahwa untuk mewujudkan jasa konsultan yang handal,
kompeten, dan profesional dan berdaya bersaing yang
mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, diperlukan pengembangan dan
pembinaan jasa konsultan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pengembangan dan
Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5520);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6018);

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6108);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
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Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);



